
BUPATI PONOROGO 
PROVINSI JAWA TIMUR 

PERATURAN BUPATI PONOROGO 

NO MOR 42 TAHUN 2019 

TENTANG 

[ SALINAN J 

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI PONOROGO 
NOMOR 31 TAHUN 2018 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN 

DAERAH KABUPATEN PONOROGO NO MOR 11 TAHUN 2015 
TENTANG KEPALA DESA 

Menimbang 

Mengingat 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI PONOROGO, 

a. bahwa dalam rangka menciptakan situasi yang kondusif dan
keberlangsungan penyelenggaraan pemerintahan desa yang
baik, maka ketentuan dalam Peraturan Bupati Ponorogo
Nomor 31 Tahun 2018 ten tang Petunjuk Pelaksanaan
Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 11 Tahun 2015
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 36 Tahun 2019, perlu
disesuaikan kembali;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebul
pada huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupali
tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Ponorogo
Nomor 31 Tahun 2018 ten tang Petunjuk Pclaksanaan
Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 11 Tahun 2015
ten tang Kepala Desa;

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa
Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950
Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah
Kotapraja Surabaya & Dati II Surabaya dengan mengubah
Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa
Timur & Undang-Undang 16 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-Daerah Kata Besar dalam Lingkungan
Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan DI.
Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965
Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 ten tang Pembentukan
Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
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3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5494);

4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 ten tang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ten tang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 ten tang
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun
2014 tentang Pemerintahan Oaerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 ten tang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 20] 4
tentang Oesa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa
kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor l 1
Tahun 2019 ten tang Perubahan Kedua Atas Pera tu ran
Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang
Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia 2019 Nomor 41,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321 );

7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 Lentang
Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6041);

8. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 ten tang Pera tu ran
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 ten tang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Serita Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);

9. Peraturan Menteri Dalam Negcri Nomor 112 Tahun 2014
tentang Pemilihan Kepala Desa (Serita Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092), sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65
Tahun 2017 ten tang Perubahan Atas Pera tu ran Menteri
Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan
Kepala Desa (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor 1221);

10. Peraturan Menteri Oesa, Pembangunan Daerah Tertinggal,
dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 ten tang Pedoman
Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan
Musyawarah Desa (Serita Negara Republik Indonesia Tahun
2015 Nomor 159);
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11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Serita Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana
telah diubah dengan Pera tu ran Men teri Dal am Nomor 120
Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembenlukan
Produk Hukum Daerah (Serita Negara Republik Indonesia
Tahun 2019 Nomor 157);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015
tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Serita
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 4),
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 66 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 
tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Serita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1222); 

13. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 128/ PUUXIII /2015
Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 6 Tahun
2014 tentang Desa;

14. Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 11 Tahun 2015
tentang Kepala Oesa (Lembaran Daerah Kabupaten Ponorogo
Tahun 2015 Nomor 11);

15. Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 31 Tahun 2018 tentang
Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo
Nomor 11 Tahun 2015 ten tang Kepala Desa (Serita Daerah
Kabupaten Ponorogo Tahun 2018 Nomor 31) sebagaimana
telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati
Ponorogo Nomor 36 Tahun 2019 ten tang Perubahan Kedua
atas Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 31 Tahun 2018
tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten
Ponorogo Nomor 11 Tahun 2015 tentang Kepala Desa (Serita
Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2019 Nomor 36);

MEMUTUSKAN 

PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KETTGA ATAS 
PERATURAN BUPATI PONOROGO NO MOR 31 TAHUN 2018 
TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH 
KABUPATEN PONOROGO NOMOR 11 TAHUN 2015 TENTANG 
KEPALA DESA. 

Pasal I 

Diantara BAB VIII dan BAB IX Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 31 Tahun 2018 
tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 11 
Tahun 2015 tentang Kepala Desa (Serita Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2018 
Nomor 31) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan 
Bupati Ponorogo Nomor 36 Tahun 2019 ten tang Perubahan Kedua atas Peraturan 
Bupati Ponorogo Nomor 31 Tahun 2018 ten tang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan 
Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 11 Tahun 2015 tentang Kepala Desa (Serita 
Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2019 Nomor 36), disisipkan 1 (satu) BAB 
yakni BAB VIII A KETENTUAN LAIN-LAIN, dan diantara Pasal 136 dan Pasal 137 
disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 136 A, sehingga BAB VIII A dan Pasal 136 A 
berbunyi sebagai berikut 
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BAB VIII A 
KETENTUAN LAIN-LAIN 

Pasal 136 A 

(1) Untuk menciptakan situasi yang kondusif dalam rangka penyelenggaraan
pemerintahan desa yang berkelanjutan sesuai norma dan kaidah yang
berlaku, apabila diperlukan Bupati dapatmengambil kebijakan.

(2) Kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Keputusan
Bupati.

Pasal II 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ponorogo. 

Ditetapkan di Ponorogo 

pada tanggal 23 April 2019 

BUPATI PONOROGO, 

TTD. 

H. IPONG MUCHLISSONI
Diundangkan di Ponorogo 

pada tanggal 23 April 2019 

SEKRETARIS DAERAH 
KABUPATEN PONOROGO, 

TTD. 
AGUS PRAMONO 

BERITA DAERAH KABUPATEN PONOROGO TAHUN 2019 NOMOR 42. 

Salinan sesuai dengan aslinya 
KEPALA BAGIAN HUKUM 

) SEK ETARIAT DAERAH 

NIP. 
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